PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM. 34 /HM. 001/MKP/2008
TENTANG

PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL
DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor
63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional dan
dalam rangka mengantisipasi ancaman dan gangguan terhadap
objek vital nasional di bidang kebudayaan dan pariwisata, periu
menetapkan Peraturan Menteri mengenai pengamanan objek
vital nasional di bidang kebudayaan dan pariwisata;

Mengingat © 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3427),

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3470);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4169);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang
Penyelenggaraan  Kepariwisataan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3856);
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6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun
2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional;

7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai
Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22/P Tahun
2007,

8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor PM. 07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
TENTANG PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL DI
BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

PERTAMA . Objek vital nasional bidang kebudayaan dan pariwisata
selanjutnya disingkat Obvitnas Budpar yang prioritas mendapat
pengamanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan
Menteri ini.

KEDUA . Pengelola Obvitnas Budpar sebagaimana tersebut dalam
Lampiran Peraturan Menteri ini bertanggungjawab atas
penyelenggaraan pengamanan internal di lokasi masing-masing.

KETIGA . Pengelola Obvitnas Budpar sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia
menentukan konfigurasi standar pengamanan meliputi kekuatan
personil beserta sarana prasarana pengamanannya.

KEEMPAT . Pengelola Obvitnas Budpar dalam pelaksanaan pengamanan
internal wajib memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang
ditetapkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta
mempertimbangkan masukan dari departemen/instansi terkait
dan ketentuan internasional yang berlaku.

KELIMA . Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2008

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARWISATA,

V20t cohle ot

Ir. JERO WACIK, SE
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Lampiran

Nomor
Tanggal

Peraturan Menteri
Kebudayaan dan Pariwisata

PM. 34/HM. 001/MKP/2008
8 September 2008

PENETAPAN OBJEK VITAL NASIONAL
DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NAMA OBJEK VITAL

LOKASI PROVINSI/

. NASIONAL KABUPATEN/KOTA PENGELOLA
1. | Benteng Oranje Ternate, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Maluku Utara Propinsi Maluku Utara
2. | Benteng Roterdam Makassar, Kepala Balai Pelestarian
Sulawesi Selatan Peninggalan Purbakala Makassar
3. | Candi Borobudur Kabupaten Magelang, Kepala Balai Konservasi
Jawa Tengah Peninggalan Borobudur
4. | Galeri Nasional Indonesia | JI. Medan Merdeka Timur Kepala Galeri
No. 14 Jakarta Pusat, DKI Nasional Indonesia
Jakarta
5. | Gedung Kesenian Jakarta | JI. Gedung Kesenian No. 1 | Direktur Gedung Kesenian Jakarta
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
6. | Gedung Sinematek Haji DKI Jakarta Ketua Yayasan Pusat Perfilman Haji
Usmar Ismail Usmar Ismail
7. | Gereja Katedral Kota Jakarta Pusat, Badan Pengelola Gereja Katedral
DKI Jakarta
8. | Istana Raja Sumbawa / Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Dalam Loka Nusa Tenggara Barat
9. | Kawasan Bosscha Lembang, Jawa Barat Fakultas Astronomi ITB
10. | Kawasan Candi Borobudur Kabupaten Magelang, PT. Taman Wisata Candi
Jawa Tengah Borobudur, Prambanan & Ratu
Boko
11. | Kawasan Candi Kabupaten Klaten, PT. Taman Wisata Candi
Prambanan Jawa Tengah Borobudur, Prambanan & Ratu
Boko
12. | Kawasan Gua Prasejarah Kabupaten Maros, Kepala Balai Pelestarian
Maros - Pangkep Sulawesi Selatan Peninggalan Purbakala Makassar
13. | Kawasan Pantai Kuta Bali Kabupaten Badung, Bali Masyarakat Desa Adat Kuta
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NAMA OBJEK VITAL LOKASI PROVINSI/
G NASIONAL KABUPATEN/KOTA FEIVELALS
14. | Kawasan Wisata Nusa Dua Nusa Dua, PT. Bali Tourism Development
Bali Corporation
15. | Komplek Candi Prambanan Kabupaten Sleman, Kepala Balai Pelestarian
Daerah Istimewa Peninggalan Purbakala Kabupaten
Yogyakarta Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta
16. | Masjid Agung Banten Lama Banten Lama, Ketua (Nadzir) Pengurus
Provinsi Banten Kenadziran Masjid Agung
Kesulthanan Maulana Hasanuddin
Banten
17. | Masjid Agung Demak Kabupaten Demak, Ketua Umum Pengurus Ta"mir
Jawa Tengah Masjid Agung Demak
18. | Masjid Istiglal Kotamadya Jakarta Pusat, Badan Pengelola Masjid Istiglal
DKI Jakarta Departemen Agama
19. | Masjid Kudus Kabupaten Kudus, Ketua Umum Pengurus Masjid
Jawa Tengah Agung Kudus
20. | Monumen Nasional Kotamadya Jakarta Pusat, | Kepala Badan Pengelola Monas
(Monas) DKI Jakarta
21. | Museum Basuki Abdullah | Komplek Keuangan Cipete Kepala Unit Pelaksana Teknis
Jakarta Selatan, Direktorat Museum Departemen
DKI Jakarta Kebudayaan dan Pariwisata
22. | Museum Nasional Medan Merdeka, Departemen Kebudayaan dan
DKI Jakarta Pariwisata
23. | Museum Seni Rupa dan JI. Pos Kota No. 1 Jakarta Dinas Kebudayaan dan
Keramik Pusat, DKI Jakarta Permuseuman Propinsi DKl Jakarta
24. | Situs Bekas Kota Kerajaan Kabupaten Mojokerto, Kepala Balai Pelestarian
Majapahit Jawa Timur Peninggalan Purbakala Trowulan
25. | Situs Liang Bua Kabupaten Flores, Nusa | Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten
Tenggara Timur Manggarai
26. | Situs Manusia Purba Kabupaten Sragen, Kepala Unit Koordinasi Pengelolaan
Sangiran Jawa Tengah Kawasan Sangiran

www.jdih.kemenparekraf.go.id




NAMA OBYEK VITAL

LOKASI PROVINSI/

I NASIONAL KABUPATENIKOTA PRI

27. | Taman Impian Jaya Ancol | Kotamadya Jakarta Utara, PT. Pembangunan Jaya Ancol
(TIJA) DKl Jakarta

28. | Taman Ismail Marzuki JI. Cikini Raya No. 73 Ketua Badan Pengelola Pusat
(TIM) Jakarta Pusat, Kesenian TIM

DKI Jakarta

29. | Taman Mini Indonesia Kotamadya Jakarta Timur, | Badan Pelaksana Pengelolaan dan

Indah (TMII) DKl Jakarta Pengusahaan TMII

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

%M

Ir. JERO WACIK, SE
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